
Jurnal Pengembangan Sistem Informasi dan Informatika 
e-ISSN 2746-1335 

                                Vol. 7, No. 1, Januari 2026 
 

Published by:  
 

Pa
ge

1 

Pengembangan Sistem Informasi Kesbangpol  
Kota Palembang Untuk Pengelolaan  

Organisasi Kemasyarakatan 
 

Muhammad Saripudin, Kurniawan 
 

Universitas Bina Darma Palembang 
Penulis Korespondensi: muhammadsaripudin2@gmail.com,  

kurniawan@binadarma.ac.id 
2 , 

 
 

Abstract 
The National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) is a government agency mandated to 
provide guidance, supervision, and data management for mass organizations. The results of the 
information collection revealed several fundamental problems, including inefficient administrative 
processes in which the registration and verification of mass organizations require the collection 
and validation of large volumes of documents. If performed manually, this stage is time-consuming 
and labor-intensive for both Kesbangpol officers and mass organization administrators. The 
purpose of this study is to build a centralized database that stores all mass organization information 
in a structured, integrated manner, and to develop an information system capable of transforming 
mass organization management at Kesbangpol. The system development life cycle (SDLC) 
method is used, comprising analysis, design, coding, testing, and implementation. The results of 
this study provide a single source of accurate and real-time data, facilitate access for authorized 
parties and minimize data errors, strengthen Kesbangpol's supervisory function and encourage 
mass organizations to be more transparent and responsible in carrying out their activities, making 
it easier to verify the status of mass organizations, access activity reports, and monitor their 
compliance with applicable regulations. 
 Keyword: Inkonsistensi data, Duplikasi, Registrasi, Verifikasi 

 
1. Pendahuluan 
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memegang peranan krusial dalam dinamika sosial, politik, 
dan ekonomi suatu daerah. Di Kota Palembang, keberadaan Ormas yang aktif menunjukkan 
tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, lingkungan, 
sosial-budaya, hingga keagamaan. Ormas menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dengan 
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kebijakan pemerintah, serta katalisator dalam program-program pembangunan. Oleh karena itu, 
pengelolaan Ormas yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk memastikan kontribusi 
positif mereka optimal dan mencegah potensi penyimpangan yang dapat mengganggu stabilitas 
daerah (Prayudi, 2022).  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang adalah instansi pemerintah 
yang diamanatkan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan data Ormas. 
Tugas ini mencakup proses registrasi, verifikasi legalitas, pembaruan data, hingga pelaporan 
aktivitas Ormas. Namun, dengan jumlah Ormas yang terus bertambah dan beragamnya jenis 
kegiatan, Kesbangpol Kota Palembang menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan 
tugas-tugas administratif ini secara manual. Proses yang masih banyak mengandalkan pencatatan 
fisik, penggunaan lembar kerja terpisah, dan komunikasi tatap muka seringkali mengakibatkan 
inefisiensi, penumpukan berkas, kesalahan data, dan lambatnya akses informasi (Ahmadi 
Damrah, 2023). 
Pengelolaan Ormas secara konvensional, yang masih banyak diterapkan di Kesbangpol Kota 
Palembang, menimbulkan beberapa permasalahan mendasar diantaranya inefisiensi proses 
administrasi dimana proses registrasi dan verifikasi Ormas memerlukan pengumpulan dan 
validasi dokumen dalam jumlah besar. Jika dilakukan secara manual, tahapan ini sangat 
memakan waktu dan tenaga, baik bagi petugas Kesbangpol maupun pengurus Ormas. Antrean 
panjang, berkas yang hilang atau salah tempat, serta repetisi pengisian data adalah pemandangan 
umum yang menghambat kelancaran pelayanan. Akibatnya, waktu yang seharusnya dapat 
dialokasikan untuk pembinaan dan pengawasan justru terbuang untuk urusan administratif 
(Sekretariat DPRD Jawa Tengah, 2024). 
Selain itu kurangnya transparansi dan akuntabilitas dimana Informasi mengenai status registrasi, 
legalitas, dan aktivitas Ormas seringkali tidak mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan, 
termasuk masyarakat umum, lembaga riset, atau bahkan unit kerja lain di dalam pemerintahan 
daerah (Sahid, 2022). Keterbatasan akses ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai 
transparansi proses pengelolaan Ormas dan mempersulit upaya pengawasan publik. Selain itu, 
pelaporan aktivitas Ormas yang masih bersifat manual menyulitkan Kesbangpol untuk 
memverifikasi kebenaran laporan dan memastikan akuntabilitas Ormas terhadap tujuan dan visi 
misinya (B Irfan, 2024). 
Hal lain yang terjadi yaitu keterbatasan dalam pengambilan keputusan. Tanpa database yang 
real-time, Kesbangpol kesulitan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang ekosistem 
Ormas di Kota Palembang. Data historis yang sulit diakses, tren yang tidak teridentifikasi, dan 
informasi yang tidak terbarui menghambat kemampuan Kesbangpol dalam merumuskan 
kebijakan pembinaan yang tepat sasaran, mengidentifikasi potensi masalah, atau melakukan 
intervensi yang diperlukan secara proaktif (Diya MeyFrelinda, 2024). 
Menyadari tantangan-tantangan di atas, adopsi teknologi informasi menjadi suatu keharusan. 
Transformasi digital dalam pengelolaan Ormas bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah 
urgensi untuk meningkatkan kapasitas Kesbangpol Kota Palembang dalam melayani masyarakat 
dan mengelola Ormas secara lebih efektif. Pengembangan Sistem Informasi Kesbangpol Kota 
Palembang untuk Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi solusi 
komprehensif yang mengatasi berbagai permasalahan tersebut. 
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Sistem informasi ini akan memungkinkan otomatisasi berbagai proses administratif, mulai dari 
pendaftaran daring, verifikasi dokumen elektronik, hingga pelaporan digital(Fadiyah 
Choirunnissa & Oktarina, n.d.). Dengan adanya sistem ini, Kesbangpol dapat membangun 
sebuah database terpusat yang menyimpan seluruh informasi Ormas secara terstruktur dan 
terintegrasi. Database ini akan menjadi sumber data tunggal yang akurat dan real-time, 
memudahkan akses bagi pihak yang berwenang, dan meminimalisir kesalahan data. Lebih jauh 
lagi, sistem ini akan berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan 
fitur akses informasi yang terkontrol, stakeholders terkait dapat dengan mudah memverifikasi 
status Ormas, mengakses laporan aktivitas, dan memantau kepatuhan mereka terhadap peraturan 
yang berlaku. Ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan Kesbangpol, tetapi juga 
mendorong Ormas untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan 
kegiatannya (Prof et al., 2025). 
Pengembangan sistem informasi ini juga sangat relevan dengan pembangunan kota menuju kota 
cerdas (smart city) yang menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, sistem ini tidak 
hanya memberikan manfaat internal bagi Kesbangpol, tetapi juga mendukung agenda 
pembangunan yang lebih luas (Kabupaten et al., n.d.). 
Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada perancangan dan pengembangan sebuah sistem 
informasi yang mampu mentransformasi pengelolaan Ormas di Kesbangpol Kota Palembang. 
Diharapkan sistem ini dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan peningkatan 
efisiensi administrasi, penguatan database terpusat, serta peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Palembang. Keberhasilan 
implementasi sistem ini akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang lebih modern, responsif, dan akuntabel di Kota Palembang. 

1.2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
Perancangan basis data secara logis merupakan tahapan untuk memetakan model konseptual ke 
model basis data yang akan dipakai (model relasional, hirarkis atau jaringan). Perancangan basis 
data secara fisis merupakan tahapan untuk menuangkan perancangan basis data yang bersifat logis 
menjadi basis data fisis yang tersimpan pada media penyimpanan external (yang spesifik terhadap 
DBMS yang dipakai). Untuk memahami kedua tahapan perancangan basis data tersebut, perlu 
kiranya mengenal daur hidup pengembangan sistem (biasa disebut SDLC/System Development 
Life Cycle) secara utuh. Hal ini disebabkan perancangan basis data hanya merupakan bagian dari 
tahapan perancangan sistem, dan tahapan perangan sistem itu sendiri merupakan salah satu dari 
sejumlah tahapan pada daur hidup pengembangan sistem. Metodologi yang disebut waterfall atau 
air terjun yang membagi daur hidup pengambangan sistem. Untuk membuat suatu sistem 
dibutuhkan beberapa tahapan agar didapat suatu sistem yang benar-benar bermanfaat sesuai 
kebutuhan, tahapan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut (Pradipta et al., 2022) : 
1.2. Analisa 
Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa 
malakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur. Seorang sistem analis akan menggali 
informasi sebanyak-banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa 
melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan 
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dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan 
user dalam pembuatan sistem. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk 
menterjemahkan ke dalam bahasa pemprogram. 
1.3.  Design 
Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan perangkat lunak yang 
dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur 
perangkat lunak, representasi interface. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut 
software requirment. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan 
aktivitas pembuatan sistemnya. 
1.4.  Coding dan Testing 
Coding merupan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Dilakukan 
oleh programmer yang akan meterjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan ini lah yang 
merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan 
komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan 
dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan 
kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. 
1.5.  Penerapan 
Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan analisa, 
design dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user. 
2. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka ini membahas berbagai konsep dan teori yang menjadi landasan dalam 
pengembangan Sistem Informasi Kesbangpol Kota Palembang untuk Pengelolaan Organisasi 
Kemasyarakatan. Pembahasan meliputi sistem informasi, pengelolaan organisasi 
kemasyarakatan, basis data, efisiensi administrasi, transparansi, serta penelitian terkait yang 
relevan. 
2.1 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, 
jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan 
informasi dalam suatu organisasi (Laudon & Laudon, 2018). Dalam konteks ini, sistem informasi 
dirancang untuk mendukung operasional, manajerial, dan pengambilan keputusan. Komponen 
utama dari sistem informasi meliputi (Rafiatunnisa & Noviani, 2025): 
a. Input: Data mentah yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dalam kasus ini, data Ormas, 

dokumen legalitas, dan laporan aktivitas. 
b. Proses: Serangkaian operasi yang mengubah input menjadi output yang bermakna. Ini 

meliputi verifikasi data, validasi dokumen, dan pemrosesan laporan. 
c. Output: Informasi yang dihasilkan dari proses, disajikan dalam bentuk yang berguna bagi 

pengguna. Contohnya adalah daftar Ormas terdaftar, status verifikasi, dan laporan statistik. 
d. Penyimpanan (Storage): Mekanisme untuk menyimpan data dan informasi agar dapat 
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diakses di kemudian hari. Ini merujuk pada basis data terpusat. 
e. Umpan Balik (Feedback): Informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan memodifikasi 

input atau proses. Misalnya, koreksi data yang salah atau penyesuaian prosedur. 
2.2 Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) 
Pengelolaan Ormas oleh pemerintah, khususnya Kesbangpol, adalah bagian integral dari tata 
kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diatur oleh undang-undang dan peraturan yang bertujuan 
untuk memastikan Ormas beroperasi sesuai koridor hukum dan berkontribusi positif bagi 
masyarakat (Meylisa Elviora, 2025). 
2.3 Basis Data 
Basis data adalah kumpulan data yang terorganisasi dan saling terkait yang disimpan secara 
elektronik dan dapat diakses oleh beberapa pengguna (Connolly & Begg, 2015). Penggunaan 
basis data adalah kunci untuk mengatasi fragmentasi data dan meningkatkan akurasi 
informasi(Ady et al., 2023). 
2.4 Efisiensi Administrasi 
Efisiensi administrasi merujuk pada pencapaian tujuan dengan penggunaan sumber daya (waktu, 
tenaga, biaya) yang minimal. Dalam konteks sistem informasi, efisiensi dicapai melalui 
otomatisasi proses dan optimalisasi alur kerja(Noor Adinda S.F. Lubis & Muhammad Irwan 
Padli Nasution, 2023). 
2.5 Transparansi dan Akuntabilitas 
Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. 
Sistem informasi dapat menjadi katalis untuk mewujudkan kedua prinsip ini. 
3. Objek Penelitian 
3.1 Profil Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang 
Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Kota bidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam 
negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, kewaspadaan 
nasional dan penanganan konflik. Diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan dan susunan 
organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain: 
1. Meningkatkan kapasitas organisasi dalam tata Kelola pemerintahan dan pelayan; 
2. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan; 
3. Pengembangan system politik yang demokratis; 
4. Membangkitkan pembangunan infrastruktur wilayah perkotaan sampai pelosok pedesaan 

guna pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; 
5. Perwujudan kondisi yang aman, nyaman, dan kondusif. 
3.2 Tugas Pokok 
Adapun tugas pokok dari dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 
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Palembang sebagai berikut: 
1. Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang Ideologi wawasan 
kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, social, budaya, 
agama, dan organisasi kemayarakatan, kewaspadaan nasional dan penanganankonflik serta 
urusan pemerintahan terkait dengan ketentuan peraturan perundang. 

2. Sekretaris 
Kedudukan Sekretaris dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris 
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan 
dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan 
dan kepegawaian 

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 
Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan meliputi, perumusan kebijakan dan 
fasilitasi yang meliputi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Untuk melaksanakan 
tugas tersebut. 

4. Bidang Politik Dalam Negeri 
Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, mempunyai tugas melaksanakan 
perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan pendidikan politik, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik. 

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemayarakatan 
Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 
Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas badan dalam mengembangkan 
ketahanan ekonomi, social, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan. Untuk 
melaksanakan tugas tersebut. 

6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang 
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, mempunyai tugas melaksanakan sebagai 
tugas badan dalam mengembangkan kewaspadaan daerah dan penanganan konflik. 

3.3 Data Organisasi Kemasyarakatan 
Berdasarkan penyampaian data perkumpulan atau ormas Kota Palembang berbentuk badan 
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hukum yang diterima dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia No. W.6-
AH.01.07-0171 tertanggal 19 Juni 2025 terdapat 378 ormas. Bentuk lampiran data ormas ini 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

 

 
4. Hasil dan Pembahasan 
Penelitian ini membangun sebuah database terpusat yang menyimpan seluruh informasi Ormas 
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secara terstruktur dan terintegrasi serta menghasilkan pengembangan sebuah sistem informasi 
yang mampu mentransformasi pengelolaan Ormas di Kesbangpol Kota Palembang. Sistem ini 
dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan peningkatan efisiensi administrasi, penguatan 
database terpusat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
Organisasi Ke-masyarakatan di Kota Palembang. Keberhasilan implementasi sistem ini akan 
menjadi langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, 
responsif, dan akuntabel di Kota Palembang. 
Database pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dibangun dengan menggunakan 
MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Struktur database dirancang untuk mendukung 
proses pendaftaran, verifikasi, pengolahan data, serta pelaporan yang dilakukan oleh 
Kesbangpol Kota Palembang. Hasil pembangunan database ini dapat dilihat pada daftar tabel 
yang telah terbentuk, dimana masing-masing tabel memiliki fungsi khusus dalam mendukung 
sistem informasi. Beberapa tabel inti yang dihasilkan antara lain: 
1. Tabel orma_master 
Berfungsi sebagai tabel utama yang menyimpan data pokok Ormas, seperti identitas organisasi, 
nomor registrasi, alamat sekretariat, serta status keaktifan. Tabel ini menjadi pusat referensi 
bagi tabel lain yang terhubung. 
2. Tabel orma_pengurus 
Menyimpan informasi mengenai susunan kepengurusan Ormas, termasuk nama pengurus, 
jabatan, nomor induk kependudukan (NIK), kontak, serta masa jabatan. Data ini penting untuk 
memastikan legalitas kepengurusan Ormas yang terdaftar. 
3. Tabel orma_riwayat_kegiatan 
Berfungsi mencatat aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh Ormas. Informasi yang 
disimpan mencakup judul kegiatan, tanggal pelaksanaan, ringkasan kegiatan, serta 
dokumentasi berupa foto. 
4. Tabel orma_dokumen 
Menyimpan dokumen pendukung yang diunggah oleh Ormas dalam proses registrasi maupun 
verifikasi, seperti sertifikat pendirian, akta organisasi, dan dokumen legalitas lainnya. 
5. Tabel orma_bentuk, orma_wilayah, dan orma_sumber_utama 
Digunakan untuk mendefinisikan data referensi yang berkaitan dengan klasifikasi bentuk 
organisasi, wilayah kerja Ormas, serta sumber dana utama organisasi. Tabel-tabel ini 
membantu dalam standarisasi data yang digunakan di sistem. 
6. Tabel kecamatan dan kelurahan 
Menyimpan data wilayah administratif yang digunakan untuk mengelompokkan Ormas 
berdasarkan domisili atau wilayah kerja mereka. Hal ini juga mempermudah penyajian laporan 
berbasis kecamatan maupun kelurahan. 
7. Tabel user 
Menyimpan data pengguna sistem yang terdiri dari administrator, verifikator, serta pihak 
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Ormas. Tabel ini dilengkapi dengan sistem autentikasi dan otorisasi untuk menjamin keamanan 
akses. 
Berikut ini tampilan hasil dari masing-masing aktor yang dapat dilihat pada Gambar 4.1, 
Gambar 4.2, dan Gambar 4.3 Menu pada aktor bagian ormas terdiri dari dashboard, profil 
ormas, data pengurus, riwayat kegiatan dan logout. Menu pada aktor verifikator terdiri dari 
dashboard, data ormas dan Logout. Sedangkan menu pada aktor admin terdiri Dashboard, Data 
Ormas, Pengaturan (meliputi kecamatan, kelurahan, bentuk organisasi, wilayah kerja, sumber 
dana utama, bentuk kegiatan, dan user), hingga menu Laporan ormas yang dapat disajikan 
berdasarkan kecamatan, kegiatan, sumber dana utama, atau statistik Ormas, dan Logout. 

 

Gambar 1 Halaman Utama Pengguna Ormas 
 

Tampilan dashboard di atas menampilkan empat kotak informasi utama: 
1. Status verifikasi lembaga dengan dilengkapi tombol Pendaftaran Ormas, 
2. Jumlah Kegiatan (warna hijau) yang menunjukkan total kegiatan lembaga, 
3. Jumlah Anggota Pengurus (warna kuning), 
4. Tanggal Pendataan (warna merah) yang menginformasikan jadwal atau waktu pelaksanaan 
pendataan. 
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Gambar 2 Halaman Utama Verifikator 
Berdasarkan gambar 2 yang ditampilkan, halaman Dashboard pada sistem KESBANGPOL kali 
ini diakses oleh pengguna dengan peran Verifikator. Tampilan utama menyajikan ringkasan 
informasi dalam empat kotak indikator: 
1. Pengajuan Baru (warna biru) yang menunjukkan jumlah permohonan pendaftaran Ormas 
yang perlu diverifikasi, 
2. Ormas terdaftar (warna hijau), 
3. Perlu Pembaruan Data (warna kuning) yang menandakan adanya Ormas dengan data yang 
harus diperbarui, 
4. Tidak Aktif (warna merah) untuk menandai Ormas yang statusnya sudah tidak aktif. 

 

Gambar 3 Halaman Utama Bagian Admin 
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Berdasarkan gambar 5.3 yang ditampilkan, halaman Dashboard pada sistem KESBANGPOL 
diakses oleh pengguna dengan peran administrator menampilkan rangkuman informasi utama 
terkait data organisasi masyarakat (Ormas) di wilayah tertentu. Di bagian atas terdapat empat 
kotak informasi berwarna berbeda, masing-masing menunjukkan indikator penting: Pengajuan 
Baru (warna biru), total Ormas terdaftar (warna hijau), Perlu Pembaruan Data (warna kuning), 
serta Tidak Aktif (warna merah). Setiap kotak dilengkapi tombol “Lihat detail” untuk 
menampilkan informasi lebih lengkap. Di bagian tengah halaman, terdapat grafik batang 
berwarna hijau yang memperlihatkan Kondisi Jumlah Ormas Berdasarkan Wilayah 
Kecamatan. Grafik ini membandingkan jumlah Ormas di berbagai kecamatan. Menu navigasi 
di sisi kiri layar menampilkan berbagai fitur sistem, mulai dari Dashboard, Data Ormas, 
Pengaturan (meliputi kecamatan, kelurahan, bentuk organisasi, wilayah kerja, sumber dana 
utama, bentuk kegiatan, dan user), hingga menu Laporan yang dapat disajikan berdasarkan 
kecamatan, kegiatan, sumber dana utama, atau statistik Ormas. Tampilan ini menunjukkan 
bahwa sistem dirancang untuk memudahkan monitoring, analisis, dan pengelolaan data Ormas 
secara terpusat dan terstruktur. 
Berdasarkan hasil yang ada, maka bagian ini akan membahas tentang pengembangan Sistem 
Informasi Kesbangpol Kota Palembang untuk Pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan. 
4.1 Pengguna Ormas 
Berdasarkan permasalahan bahwa proses registrasi dan verifikasi Ormas memerlukan 
pengumpulan dan validasi dokumen dalam jumlah besar sehingga sangat memakan waktu dan 
tenaga, baik bagi petugas Kesbangpol maupun pengurus Ormas. Oleh karena itu pengguna 
ormas harus melakukan registrasi secara online sebelum mengajukan permohonan sebagai 
ormas yang terdaftar di Kesbangpol. 

 

Gambar 4 Tampilan Proses Registrasi 

 

4.2 Pengguna Verifikator 
Berdasarkan permasalahan bahwa proses registrasi dan verifikasi Ormas memerlukan pengumpulan dan validasi 

dokumen dalam jumlah besar sehingga sangat memakan waktu dan tenaga, baik bagi petugas Kesbangpol maupun 

pengurus Ormas. Oleh karena itu pengguna verifikator melakukan verifikasi secara online yang akan memutuskan 
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apakah ormas dapat diaktifkan atau tidak atau pun ada pembaharuan data yang harus diperbaiki oleh ormas 

 

 

Gambar 5 Tampilan Dashboard Pengguna Verifikaotr 
 

4.3 Pengguna Administrator 
Bagi administrator sebuah sistem yang dibangun dapat memudahkan monitoring, analisis, dan 
pengelolaan data Ormas secara terpusat dan terstruktur. Berdasarkan menu navigasi yang telah 
dibangun menampilkan berbagai fitur sistem, mulai dari Dashboard, Data Ormas. 
Pengaturan (meliputi kecamatan, kelurahan, bentuk organisasi, wilayah kerja, sumber dana utama, 
bentuk kegiatan, dan user), hingga menu Laporan yang dapat disajikan berdasarkan kecamatan, 
kegiatan, sumber dana utama, atau statistik Ormas. Proses pengajuan dan proses. 
Verifikasi data ormas dapat dipantau oleh admin melalui tampilan Gambar 6 berikut dimana data 
ormas yang masuk ataupun yang telah mengajukan pada bulan berjalan, yang telah diverifikasi 
oleh verifikator di bulan berjalan, ormas yang non-aktif, serta ormas yang terverifikasi semua data 
dapat terpantau. 
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Gambar 4.6 Tampilan Pantauan Data Ormas 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Organisasi 
Kemasyarakatan (Ormas) di Kesbangpol Kota Palembang, dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Database pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dibangun dengan menggunakan 

MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Struktur database dirancang untuk mendukung 
proses pendaftaran, verifikasi, pengolahan data, serta pelaporan yang dilakukan oleh 
Kesbangpol Kota Palembang. Hasil pembangunan database ini mampu memberikan integrasi 
data yang terpusat, meminimalisir redundansi, serta mendukung kebutuhan analisis dan 
pelaporan secara cepat dan akurat. Implementasi database ini menjadi fondasi penting bagi 
keberhasilan sistem informasi pengelolaan Ormas di Kesbangpol Kota Palembang. 

2. Sistem informasi yang dibangun mampu meningkatkan efisiensi administrasi dengan 
menggantikan proses manual menjadi proses digital. Hal ini terbukti melalui implementasi fitur 
pendaftaran daring, verifikasi dokumen elektronik, serta pelaporan digital yang mengurangi 
penumpukan berkas fisik dan mempercepat pelayanan, mendukung peningkatan transparansi 
dan akuntabilitas melalui ketersediaan akses informasi status Ormas, riwayat kegiatan, serta 
laporan aktivitas yang dapat diverifikasi secara digital. Hal ini tidak hanya memperkuat fungsi 
pengawasan Kesbangpol, tetapi juga mendorong Ormas untuk lebih transparan dalam 
menjalankan aktivitasnya. Selain itu sistem informasi yang dikembangkan memberikan 
dukungan pengambilan keputusan berbasis data dengan menyediakan laporan historis, tren, 
serta data analitik yang relevan. Informasi ini memudahkan Kesbangpol dalam merumuskan 
kebijakan pembinaan yang tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika sosial. 

Agar sistem informasi ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan, maka 
penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Peningkatan Kapasitas SDM 
Kesbangpol perlu melakukan pelatihan secara berkala bagi pegawai maupun pengurus 
Ormas agar dapat mengoperasikan sistem dengan baik, serta memahami prosedur digital 
yang berlaku. 
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2. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem 
Sistem yang telah dibangun perlu dilakukan pemeliharaan dan pengembangan 
berkelanjutan, seperti penambahan fitur integrasi dengan aplikasi pemerintah lain, 
notifikasi otomatis, serta dashboard analitik yang lebih interaktif. 

3. Penguatan Infrastruktur Teknologi 
Diperlukan dukungan infrastruktur jaringan, server, dan keamanan yang memadai agar 
sistem dapat diakses dengan stabil, cepat, dan bebas dari gangguan teknis, terutama saat 
volume penggunaan meningkat. 

4. Aspek Keamanan Data 
Karena sistem menyimpan data penting dan sensitif, Kesbangpol perlu menerapkan standar 
keamanan informasi, seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, dan audit log, untuk 
mencegah penyalahgunaan maupun kebocoran data. 

5. Evaluasi dan Umpan Balik Pengguna 
Evaluasi berkala perlu dilakukan dengan melibatkan pengguna sistem (pegawai 
Kesbangpol dan perwakilan Ormas) guna mengidentifikasi kendala, menampung masukan, 
serta melakukan perbaikan berkelanjutan agar sistem semakin sesuai dengan kebutuhan 
lapangan. 
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